
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemberitukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR d.~ TAHUN 2014 

_......,.__ 

Mengingat 

Menimbang - 

• 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Talrun 2005 tentang Dana 
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

1.3. Feraturan Pernerintah Nornor 30 Talrun 2011 tentang Pinjaman 
;)ac::ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 !. Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4-8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
P-:::·aturan Pernerintah Nomor 74 Tahun. 2012 (Lembaran Negara 
:~epublik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1.71, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

- 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan 
Protokoler dan ·Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Uridang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang -; Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

- . 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/iIasa Pemerirrtah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20:i.2 tentang Hibah Daerah 
fLem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun '.2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5J55); 

16. Peraturan Pemeri~tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



59.900.358.605,80 

114.394.663.408,00 
54.494.304.802,20 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

3. embiayaan 
. Penerimaan 

1. Semula 
2. Berkurang 

umlah surplus/ (defisit) 
etelah perubahan 

1.640.450.412.414,00 Rp. 

1.584.571.481.247,00 
55.878. 931.167",00 

Rp. 
Rp. 

1.580.550.053.808,20 Rp. 
Jumlah pendapatan setelah 

z. f e:ub~an 
_ Betanja 

l . Semula 
t • Bertambah 
umlah belanja setelah 
erubahan 

1.470.176.817.839,00 
110.373.235.969 ,20 

Rp. 
Rp. 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014 semula berjumlah Rp. 1.584.571.481.247,00 bertarnbah sejumlah 
Rp. 55.878.931.167,00 sehingga rnenjadi Rp. 1.640.450.412.414,00 
dengan rincian sebagai berikut : 

I 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah 

KESATU 

Pasal 1 

ANGGARAN 2014. 

PENJABARAN PERUBAHAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

BUPATI TENTANG 
PENDAPATAN DAN 

Menetapkan : PERATURAN 
ANGGARAN 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 
2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2014 Nomor- 01); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 
02); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 



LEMBARAN DA~RAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014, NOMOR: 2.6 

X WAYAN SUTARA 

/11 
ft. 

Kw\is PPv< AV 

SEKRETARIS DAERAH 
I\ABUPATEN J,,AMPUNG TIMUR, 

Diuridangkan di Sukadana 
pada tangga.J. {IC Se~~\V\~f' 2014 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal (~ S"~fteMwr 2014 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

59.900.358.605,80 Rp. 

1. 727.430.168,00 Rp. 

1.727.430.168,00 
0,00 

Rp. 
Rp. 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah pengeluaran setelah 
perubahan 

Jumlah pembiayaan netto 
setelah perubahan 


